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PERTANGGUNGAN JAWAB PIDANA ANAK
DALAM PERKARA KECELAKAAN
LALU LINTAS*
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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimanakah tanggung jawab
pidana pengemudi kendaraan yang
mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu
lintas dan bagaimanakah pertanggungjawaban
pidana terhadap anak dalam perkara
kecelakaan lalu lintas. Denagn menggunakan
metode penelitian yuridis normative, maka
dapat disimpulkan : 1. Tanggung jawab pidana
pengemudi kendaraan yang mengakibatkan
kematian dalam kecelakaan lalu lintas dalam
Pasal 359 KUHPidana adalah pidana penjara
paling lama lima tahun atau kurungan paling
lama satu tahun, namun secara khusus dapat
juga diberikan sanksi pidana sebagaimana
diatur dalam Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009
Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. 2.
Ancaman pidana penjara bagi anak yang
melakukan tindak pidana adalah setengah dari
maksimum ancaman pidana penjara bagi orang
yang sudah dewasa sebagaimana yang telah
diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
(UU Pengadilan Anak) jo Pasal 79 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan
demikian, anak yang mengemudikan kendaraan
bermotor karena kelalaiannya hingga
mengakibatkan orang lain meninggal dunia,
dipidana dengan pidana penjara setengah dari
ancaman pidana bagi orang dewasa (enam
tahun), yakni paling lama tiga tahun penjara
dan atau denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam
juta rupiah).

Kata kunci: Pidana anak, kecelakaan lalulintas.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.

Undang-undang Sistem Peradilan Anak No
11 Tahun 2012 dalam Pasal 1 ayat 2 sampai
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dengan 3 mengatakan bahwa: Ayat 2. Anak
yang berhadapan dengan Hukum adalah anak
yang berkonflik dengan hukum, anak yang
menjadi tindak pidana, dan anak yang menjadi
saksi dalam tindak pidana.Ayat 3. Anak yang
berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya
disebut Anak adalah anak yang telah berumur
12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun, yang diduga melakukan
tindak pidana.Anak adalah bagian yang tidak
terpisahkan dari  keberlangsungan hidup
manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa
dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak
memiliki peran strategis yang secara tegas
dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap
anak kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta atas perlindungan dari
kekerasan diskriminasi.?

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai
peran strategis dalam mendukung
pembangunan dan integritas nasional sebagai
bagian dari upaya memajukan kesejahtraan
umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
sebagai bagian dari sistem transportasi nasional
harus di kembangkan potensi dan perannya
untuk mewujudkan keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan
Angkutan Jalan dalam rangka mendukung
pembangunan ekonomi dan pembangunan
wilayah.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan No 22 Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat 1
mengatakan bahwa:Ayat 1. Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem
yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan,
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta
Pengelolaannya.’

Pemberitaan mengenai kecelakaan Ialu
lintas, tidak lagi asing didengar, baik melalui
media cetak maupun elektronik, seakan
menunjukan bahwa kecelakaan lalu lintas
acapkali terjadi. Sekelumit persoalan muncul
menjadi faktor penyebab terjadinya angka
kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi, antara

3Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Anak.

4Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

80


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/4013/nprt/634/uu-no-3-tahun-1997-pengadilan-anak
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/4013/nprt/634/uu-no-3-tahun-1997-pengadilan-anak

lain factor manusia (human error), faktor
sarana sepertu kelaikan kendaraan, rusaknya
jalan, terlampauinya beban jalan, serta sarana
penunjang lainnya memiliki andil terhadap
terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Banyak kecalakaan lalu lintas terjadi
didominasi dengan pelaku yang masih dibawah
umur atau anak-anak.Hal tersebut tentu saja
merupakan suatu pelanggaran yang patut
dipertanggung jawabkan oleh karena pada
umur demikian belum dapat di berikan hak
atau izin untuk mengemudi. Selain itu pada
umur demikian keadaan jiwa dan pikiran masih
sangat labil, oleh karena itu pengendara
kendaraan yang masih anak sering mengalami
kecelakaan oleh karena kelalaian sebut saja
dengan cara ngebut-ngebutan di jalan.

Setiap  pelaku tindak pidana harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Orang dewasa, anak-anak, bahkan korporasi
masuk dalam kualifikasi subjek hukum pidana
atau daader (pelaku). Demikian juga pada
pelaku tindak pidana yang masih dikategorikan
anak di bawah umur, tetaplah perbuatan
pidana vyang dia lakukan, harus dapat
dipertanggungjawabkan olehnya kecuali dalam
hal atau keadaan tertentu. Demikian juga pada
perkara pelanggaran lalu lintas yang pelakunya
masih anak, peraturan perundang-undangan
telah menetapkan bahwa seorang anak dapat
dibebankan pertanggung jawaban secara
pidana, namun terhadap seorang anak,
penegakan hukum haruslah memperhatikan
hak azasi anak dengan mengingat bahwa anak
adalah masa depan bangsa dan generasi
penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang, berpartisipasi serta berhak atas
perlindungan dari tindak kekerasan dan
diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan dan
tidak mengesampingkan atau mengabaikan hak
anak. Untuk itu hal tersebut mendorong penulis
untuk membahas mengenai
“Pertanggungangjawab Pidana Anak Dalam
Perkara Kecelakaan lalu Lintas.”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab pidana
pengemudi kendaraan yang mengakibatkan
kematian dalam kecelakaan lalu lintas ?
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2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana
terhadap anak dalam perkara kecelakaan
lalu lintas ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif yang merupakan salah satu jenis
penelitian yang dikenal umum dalam kajian
ilmu  hukum. Mengingat penelitian ini
menggunakan pendekatan normatif yang tidak
bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik
berat penelitian tertuju pada penelitian
kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum
dilakukan dengan prosedur identifikasi dan
inventarisasi hukum positif sebagai suatu
kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada
penelitian hukum normatif yang diteliti hanya
bahan pustaka atau data sekunder, yang
mencakup bahan hukum primer, sekunder dan
tertier.

PEMBAHASAN
A. Tanggung Jawab Pidana Pengemudi
Kendaraan Yang Mengakibatkan

Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1
angka 24 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu
lintas dan angkutan jalan (UULLAI) adalah
suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan
tidak disengaja melibatkan kendaraan atau
pengguna jalan lain yang mengakibatkan
korban manusia dan kerugian harta benda.’

Hal  tersebut terjadi karena adanya

kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam

mengemudikan kendaraannya, kecerobohan
pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan
kematian.

Pasal 229 UULLAJ menggolongkan macam-
macam kecelakaan yakni:

(1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

a) Kecelakaan lalu lintas ringan;
b) Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
c) Kecelakaan lalu lintas berat.

(2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kecelakaan yang
mengakibatkan  kerusakan kendaraan
dan/atau barang.

5Empat Undang-Undang Transportasi, FOKUSMEDIA,
Bandung, 2009, hal. 4-5.
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(3) Kecelakaan lalu lintas sedang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan kecelakaan yang
mengakibatkan luka ringan dan kerusakan
Kendaraan dan/atau barang.

(4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan kecelakaan yang
mengakibatkan korban meninggal dunia
atau luka berat.

(5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan
oleh kelalaian pengguna jalan,
ketidaklaikan kendaraan, serta
ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.®

Sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan
yang karena kealpaannya menyebabkan
kematian diatur dalam Pasal 359 KUHPidana,
yakni: "Barangsiapa karena kealpaannya
menyebabkan matinya orang lain diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun
atau pidana kurungan paling lama satu
tahun".”" R. Soesilo dalam penjelasannya
mengatakan bahwa: "matinya orang disini
tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa,
akan tetapi kematian tersebut hanya
merupakan akibat dari kurang hati-hati atau
lalainya terdakwa".®!  Dengan demikian,
bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan
kematian ialah pengemudi kendaraan karena
tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan
hukum. Sifat melawan hukum tersebut
memperlihatkan kesalahan dari pengemudi
kendaraan yang berbentuk kealpaan/kelalaian
atau dengan kata lain tindakan tersebut
tercela dan pelaku menyadari tindakan yang
dilakukan tersebut.

Menurut uraian pada Pasal 359 Kitab
Undang-Undang  Hukum  Pidana  dapat
disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau
kelalaian pengemudi itu mengakibatkan
kematian, ancaman pidananya sebagaimana

®1bid, hal.112-113.

7Moeljatno, Kitab Undang-Undang hukum Pidana
(KUHP), PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1983, hal. 127.

®R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasol,
Politea Bogor,1988, hal, 248.

yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana.

UULLAJ  memuat ketentuan-ketentuan
pidana yang tinggi, diantaranya pasal yang
berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas
yang mengakibatkan kematian adalah Pasal
310 ayat (3) yang menentukan bahwa setiap
orang yang mengemudikan kendaraan
bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan
korban luka berat sebagaimana dimaksud
dengan pasal 229 ayat (4), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau  denda paling banyak Rp.
10.000.000,00  (sepuluh  juta rupiah).
Sedangkan ayat (4) dalam hal kecelakaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
mengakibatkan orang lain meninggal, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berbeda dengan Pasal 311(UULLAJ)
yaitu:

(1) Setiap orang dengan sengaja
mengemudikan kendaraannya bermotor
dengan cara atau keadaan vyang
membahayakan bagi nyawa atau barang
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun atau denda peling
banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta
rupiah)

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan
kendaraan dan/atau barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229
ayat (2), pelaku dapat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau denda paling banyak Rp.
4.000.000,00 (empat juta rupiah)

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana
ndimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas dengan korban
luka ringan dan kerusakan kendaraan
dan/atau barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun atau denda paling
banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta
rupiah).
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(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas dengan korban
luka berat sebagaiman dimaksud dalam
Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10
tahun (sepuluh) tahun atau denda
paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah)

(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan
orang lain meninggal dunia, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 12 (dua belas) tahun atau denda
paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua
puluh empat juta rupiah).’

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas
Pengadilan anak dibentuk sebagai upaya

pembinaan dan perlindungan dalam rangka

menjamin pertumbuhan dan perkembangan
fisik, mental, dan sosial anak secara utuh,
serasi, dan seimbang. Oleh karenanya,
ketentuan mengenai penyelengaraan pengdilan
bagi anak dilakukan secara khusus. Meskipun
demikian, hukum acara yang berlaku (KUHAP)
diterapkan pula dalam acara pengadilan anak,
kecuali ditentukan lain dalam undang-undang

Nomor 3 Tahun 1997.

Ketentuan  mengenai  penyelenggaraan
pengadilan anak dilakukan secara khusus.
Berdasarkan Pasal 15 UU No.4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat diketahui
bahwa Pengadilan Khusus hanya dapat
dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 10 yang
diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan
hai ini Peradilan anak merupakan Peradilan
khusus, merupakan spesialisasi dan
difensiasinya di bawah Pengadilan umum.
Peradilan anak diatur berdasarkan undang-
undang Nomor 3 Tahun 1997 tantang
Pengadilan Anak, menyatakan bahwa;™°

1. Batas umur anak nakal yang dapat

dijatuhkan ke sidang anak adalah
sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun

9Empat Undang-Undang Transportasi, Op-Cit, hal. 144-155.
Onaidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, PT
Refika Aditama, 2008, hal 76
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tetapi belum mencapai umur 18 (delapan
belas) tahun dan belum pernah kawin.

. Aparat penegak hukum yang berperan

dalam proses persidangan anak vyaitu
Penyidik adalah Penyidik anak, Penuntut
Umum adalah Penuntu Umum Anak, dan
Hakim adalah Hakim Anak. (vide Pasal 1
butir 5,6, dan 7)

. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan

Penasehat Hukum serta petugas lainnya
dalam sidang anak tidak memakai toga
ataupun pakaian dinas.(vide Pasal 6)

. Untuk melindungi kepentingan anak

pada prinsipnya pemeriksaan perkara
anak dilakukan dalam sidang tertutup,
kecuali dalam hal tertentu dapat
dilakukan  dalam  sidang terbuka,
misalnya perkara pelanggaran lalu lintas
dan pemeriksaan perkara ditempat
kejadian perkara.( vide Pasal 8 ayat(1)
dan (2).

. Ketentuan pidan yang adapat dijatuhkan

kepada anak yang melakukan tindak

pidana antara lain sebagai berikut:

a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan
paling lama % (satu perdua) dari
maksimum ancaman pidana penjara
bagi orang dewasa (vide Pasal 26 ayat
2)

b. Apabila melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup maka
pidan penjara yang dapat dijatuhkan
paling lama 10 (sepuluh)tahun.(vide
Pasal 26 ayat (2)).

c. Apabila belum mencapai umur 12
(dua belas) tahun melakukan tindak
pidana yang diancam pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup
maka anak nakal tersebut dijatuhi
pidana berupa "menyerahkan kepada
negara untuk mengikuti
pendidikan,pembinaan, dan latihan
kerja”. (vide Pasal 26 ayat (3) Jo. Pasal
24 ayat (1) huruf b.

d. Apabila belum mencapai umur 12
(dua belas) tahun, melakukan tindak
pidana yang tidaka diancam pidana
mati atau tidak diancam pidana
penjara seumur hidup maka anak
nakal tersebut dijatuhi salah satu
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tindakan.(vide Pasal 26 ayat (4)
Jo.Pasal 24).

e. Pidana  kurungan yang  dapat
dijatuhkan paling banyak 1/2 (satu
perdua) dari makasimum ancaman
pidana denda bagi orang dewasa (vide
Pasal 27).

f. Apabila pidana denda tidak dapt
dibayara maka diganti dengan wajib
latihan kerja paling lama 90 hati kerja
dan lama latihan kerja tidak lebih 4
jam sehari serta tidak dilakukan pada
malam hari. (vide Pasal 28 ayat (2)).

g. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan
oleh Hakim apabila pidan penjara
yang dijatuhkan paling lama 2(dua)
tahun.(vide Pasal 29 ayat (1))

Pertangungjawaban pidana hanya dapat
terjadi jika sebelumnya seseorang telah
melakukan tindak pidana. Kapan seseorang
dikatakan dapat bertanggungjawab? Seseorang
dapat bertanggungjawab apabila seseorang itu
mampu membedakan perbuatan, mampu
menentukan kehendak untuk melakukan suatu
perbuatan dan menyadari akan perbuatan yang
dilakukannya.  Kesalahan  bukan  hanya
menentukan dapat dipertanggungjawabkannya
si pembuat, tetapi juga dapat dipidananya
pembuat. Kesalahan yang menentukan dapat
dipertanggungjawabkannya sipembuat
merupakan cara pandang kesalahan vyang
dilakukan sipembuat. Sedangkan kesalahan
yang menentukan dapat dipidananya
sipembuat merupakan cara pandang vyang
bersifat kedepan dalam hal ini masa depan
sipembuat.'’ Kesalahan harus dapat dikaitkan
baik fungsi preventif maupun fungsi represif
hukum pidana. Fungsi preventif merujuk pada
dapat dipertanggungjawabkannya pembuat.
Dalam hal ini merumuskannya kesalahan
pembuat (sifat melawan hukum) dalam hukum
pidana. Sedangkan dapat dipidananya
sipembuat tertuju pada fungsi represif hukum
pidana, dalam hal ini kesalahan pembuat
menjadi dasar dan ukuran untuk dapat
dijatuhkannya pidana terhadap pembuat
tindakan pidana.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis
bahwa pertanggungjawaban anak dalam

Yehairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Fajar
Interpratama Offset. Jakarta.Hal126

perkara kecelakaan lalu lintas lebih banyak
menuju pada penyelesaian perdata dari pada
penyelesaian pidana. Hal ini terjadi karena
aparat hukum dalam polisi  memberi
pengecualian terutama pada anak pelaku
kecelakaan lalu lintas. Mengapa? Karena anak
adalah aset negara yang harus dilindungi
haknya, baik hak untuk berkembang,
pendidikan, kebebasan dan lain-lain. Polisi
sebagai pihak penengah yang mempertemukan
kedua belah pihak untuk mengambil suatu
kesepakatan dalam penyelesaian perkara lalu
lintas ini, apabila hal tersebut tidak ada titik
temunya atau kesepakatan untuk berdamai
maka polisi langsung melanjutkan pemeriksaan
dan melimpahkan perkara kepengadilan.

Pelanggaran lalu lintas sebenarnya tidak
dapat diselesaikan secara perdata
(perdamaian). Menurut penulis hal ini tidak
lepas dari pengaruh masih kuatnya adat-
istiadat ketimuran di Indonesia, yang
mengupayakan segala sesuatu persoalan diatasi
secara damai.

Menurut Pasal 1 angka 1Undang-Undang
No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak(“UU Perlindungan Anak”),
anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan.

Segi hukum pidana bagi anak vyang
mengendarai kendaraan bermotor hingga
menghilangkan nyawa korban sebagaimana
yang disebut dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (“UU LLAJ"):

(3) Setiap orang yang mengemudikan
Kendaraan Bermotor vyang karena
kelalaiannya mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban
luka berat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) vyang
mengakibatkan orang lain meninggal
dunia, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau

84


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/nprt/539/uu-no-23-tahun-2002-perlindungan-anak
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/nprt/539/uu-no-23-tahun-2002-perlindungan-anak
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/nprt/539/uu-no-23-tahun-2002-perlindungan-anak
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/nprt/539/uu-no-23-tahun-2002-perlindungan-anak
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan

denda paling banyak Rp12.000.000,00
(dua belas juta rupiah).

Ancaman pidana tersebut berlaku bagi
mereka yang sudah dewasa, sedangkan
ancaman pidana penjara bagi anak yang
melakukan tindak pidana adalah setengah dari
maksimum ancaman pidana penjara bagi orang
yang sudah dewasa sebagaimana yang telah
diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
(“UU Pengadilan Anak”). Dengan demikian,
anak yang mengemudikan kendaraan bermotor
karena kelalaiannya hingga mengakibatkan
orang lain meninggal dunia, dipidana dengan
pidana penjara setengah dari ancaman pidana
bagi orang dewasa (enam tahun), yakni paling
lama tiga tahun penjara.

Lalu, bagaimana jika dilihat dari sisi orang
tua? Apakah orang tua bisa dipidana jika
membiarkan anaknya mengemudi kendaraan?
Menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Islam
Indonesia (Ull) Mudzakkir sebagaimana kami
kutip dari artikel Pakar: Tanggung Jawab Pidana
Tak Bisa Dialihkan, asas hukum pidana secara
tegas mengatur bahwa tanggung jawab pidana
itu tak bisa dialihkan kepada orang lain.
Termasuk, jika pengalihan itu diberikan kepada
keluarga si pelaku tindak pidana.*

Penulis cenderung sependapat dengan apa
yang disampaikan Mudzakkir, dalam Pasal 55
ayat  (1)Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana(KUHP) ditegaskan bahwa pelaku tindak
pidana yang bisa dikenakan pidana adalah:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh
melakukan, dan vyang turut serta
melakukan perbuatan;

2. mereka yang dengan memberi atau
menjanjikan sesuatu, dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau
martabat, dengan kekerasan, ancaman
atau penyesatan, atau dengan memberi
kesempatan, sarana atau keterangan,
sengaja menganjurkan orang lain supaya
melakukan perbuatan.

Dengan demikian, tindak pidana
mengendarai kendaraan hingga mengakibatkan

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t522d2ab2
1bd71/tanggung-jawab-orang-tua-jika-anak-melakukan-
tindak-pidana
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hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh
anak tidak bisa dialihkan pertanggungjawaban
pidananya kepada orang tuanya. Hal ini didasari
prinsip tanggung jawab pidana dalam KUHP.
Jadi, dalam hal ini perbuatan orang tua yang
karena kelalaiannya membiarkan anaknya
mengendarai kendaraan dan menyebabkan
kecelakaan, menurut hemat kami, tidak bisa
dikenakan sanksi pidana.

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pidana pengemudi
kendaraan yang mengakibatkan
kematian dalam kecelakaan lalu lintas
dalam Pasal 359 KUHPidana adalah
pidana penjara paling lama lima tahun
atau kurungan paling lama satu tahun,
namun secara khusus dalam UULLAJ
dapat juga diberikan sanksi pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU
No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas
dan Angkutan jalan.

2. Ancaman pidana penjara bagi anak yang
melakukan  tindak pidana adalah
setengah dari maksimum ancaman
pidana penjara bagi orang yang sudah
dewasa sebagaimana yang telah diatur
dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak (UU Pengadilan Anak) jo Pasal 79
ayat (2) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Anak. Dengan demikian, anak yang
mengemudikan kendaraan bermotor
karena kelalaiannya hingga
mengakibatkan orang lain meninggal
dunia, dipidana dengan pidana penjara
setengah dari ancaman pidana bagi
orang dewasa (enam tahun), yakni paling
lama tiga tahun penjara dan atau denda
sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta

rupiah).

B. Saran
1. Dalam menangani tindak pidana
kecelakaan lalu lintas yang

mengakibatkan kematian di sidang
pengadilan, maka diharapkan agar
hakim dapat menjatuhkan pidana
penjara ataupun denda terhadap
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terdakwa sebagaimana diatur dalam
Pasal 359 KUHPidana juga Pasal 310
Undang-Undang No. 29 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan agar pelaku
menjadi jera dan lebih hati-hati dalam
mengendarai kendaraan. Serta
terhadap Pemerintah agar lebih tegas
lagi dalam penegakan hukum, dan
diharapkan agar dalam revisi undang-
undang Lalulintas mendatang kiranya
dapat memasukkan beberapa pasal
yang mengatur pemberatan hukuman
terhadap pengendara yang sebelum
mengendarai kendaraan telah
mengkonsumsi minuman beralkohol,
narkoba serta perbuatan yang tidak
patut (ugal-ugalan).

2. Kedepannya, peritistiwa tindak pidana
lalu lintas yang melibatkan anak
sebagai pelakunya, jangan meluluh
diangap hanya orang tua yang selalu
lalai, sehingga anak yang belum layak
mengemudi lepas dari pantauan orang
tua. Yang jelas, juga menjadi
Pekerjaan Rumah (PR) bagi pihak
kepolisian lalu lintas, untuk bekerja
lebih  “agresif” lagi, = melakukan
pengawasan terhadap semua tindakan
pengendara kendaraan bermotor yang
melanggar lalu lintas..
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